WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188445-274/2017
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk menjaga konsistensi dan kinerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
lingkungan  Pemerintah  Kota  Balikpapan  dalam
memberikan pelayanan informasi publik, perlu menyusun
Standar  Operasional  Prosedur sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan; )

. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar
Operasional Prosedur Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi
publik.

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Lampiran I
dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor
188.45-513/2015 tentang Standar Operasional Prosedur dan
Standar Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Balikpapan dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal © 4gustus 2017

WALI KOTA\BALIKPAPAN,
f

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

e D e o 8 e

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;

Ombudsman Republik Indonesia;

Gubernur Kalimantan Timur;

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
Inspektur Kota Balikpapan;

b

10 Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-274/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  BAGI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan
tentang Informasi dan Transaksi kewenangan Pejabat
Elektronik; Pengelola Informasi dan

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik; dan

8. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor
188.45-65/2017 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Serta Petugas
Informasi Kota Balikpapan.

Dokumentasi.

. Memahami pola organisasi

pengelolaan dan pelayanan
informasi.

. Memahami daftar informasi

publik.

. Menguasai peraturan

perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelayanan
permohonan informasi.

. Mampu mengoperasikan
perangkat komputer dan
memahami penggunaan
perangkat teknologi

informasi (internet).

. Memahami dan menerapkan

etika pelayanan.

Keterbukaan:

Peralatan/Perlengkapan:

Lintas Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

i il
2.
3.

Meja pelayanan informasi;
Daftar informasi publik;

Formulir permohonan
informasi
(bentuk fisik maupun

bentuk online);

. Perangkat lunak

(software dalam  bentuk
website PPID Kota
Balikpapan atau menu PPID
dalam website Perangkat
Daerah);

. Perangkat komputer dan

koneksi internet; dan

. Buku register, ATK.




Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Pemohon informasi yang tidak mengisi| 1. Melakukan pendataan dan
formulir dan melengkapi berkas pemutakhiran daftar
permohonan informasi dengan identitas informasi publik.
diri yang sah tidak akan dilayani. 2. Mengagendakan formulir

2. Perhatikan standar waktu dalam
pelayanan permohonan informasi publik.

permohonan informasi.

3. Mengagendakan tanda bukti

penyerahan informasi
publik.

4. Melakukan kompilasi
terhadap permohonan

informasi yang dilayani dan
ditolak.

5. Membuat laporan bulanan

dan tahunan atas pelayanan
permohonan informasi
publik.




STANDAR PELAYANAN PERMOHMHONAN INFORMASI PUBLIK (INFORMASI SETIAFP SAAT )

Pelanlksanas

Mutu Balcu

Petugnas

Petugas

—

clitnintea

No. Kegiatan T Mejn l:(r:nmn‘:: lnlf':‘l:iodm PPID pany:'lln-. T PR Walctia output Ko toerangan
Informasi
informesi
- Fotokopi KTPF dan/atau
tanda identitas diri
lainnya yang masih
berlaku bagi pemohon
informasi adalah WNI
* - Fotolkopi alkte
. - pendirian dan/atau 2 10
1 |[Mengajukan permohonan informasi SKT dari Keabangpol P Formulir H1
atau Kemendagri bagi
Ppemohon inforrmamsi
berbentulk badan
hulkum Indonesia
- Fotocopi Surat Tugas
atau Surat Ijin
Poneolitian bagi peneliti
Menerimn serta memenrikasa formulis
permohonan informasi yang telah diisi ’
Premohon inforrmasi dan memeriksa
o |KKembsanan identitas pemoheon informamsi. s 10 Forrraalie 1
Jika lengkap diserahkan ke pada Pranata s a Tl
Humam, jika tidalk lengkap dikembalilkan
kKepada pemohon informaasi untuk
dilenglkapi
Menerirmaa formulir permohonan informaasi,
meregister permohonan informami dan ﬁ Nomeor register
= melakukan verifikasi informasi yang Formulir, Daftoar S Ppermohonan 2l
diminta. Melaporkan hasil verifikasi Informasi Publilc informasi,.
permohonan informasi ke pada Kalid Laporan
Informasi dan Komunikaasi
Menerimn laporan hasil verifilkcasi
permohonan informaasi. Jika informasi yang ~-
diminta dikuasai oleh PPID ===
Kota/Dislkominfo, memerintahkan ke pada
Pranmta Humas untuk menyiaplkan Laporan dari Pranats Informasi yans
informasi. Jilka informasi yang diminta Hummaes, foteoopy 2 hart |[dminta
dalam penguasaan PPID Pembantu malka fomniulls Perrnoh oy (Adolkcuimen mali)
melakukan koordinasi dengan PPID informasi
Pembantu. Memerintahkan Pranata Humas
untulk membuat draft Surat Pemberitahuan
Pelaymnan Informasi
Informasi yang
Menyiapkan informasi yang diminta dan ‘ At
membuat draft Surat Pemberitahuan (dokumen m=li),
Penyediaan Informasi. Menyerahkan draft 1 hari |Draft Surat HS
Surat Pemberitahuan Pelayanan Informasi Pemboritahuan
untuk diparaf Kabid Infokom Pelayanan
Informaani
Memaraf draft Surat Pemberitahuan 3| Sre E::nﬁbf:::;uan
4 |Pelayanan Informani dan menyerahlkan - HS
ke pada PPID menit Pelayanan
Informaasi
Surat
Menandatangani draft Surat Pemberitahuan * Draft Surat ey A e
Pelayanan Informasi dan menyerahlan Pemberitahuan HS
menit |Pelayanan
kepada Pranata Humas Pelayanan Informasi
Informasi
Menghubungi pemohon inforrmamsi dan
Tanda terima
menyerahlkan/mengirimlkan Surat - — Surat Pemberitahuan
Pemberitahuan Pelayanan Informasi. Pelayanan Informasi, SaaraE
s 1 jarmnm Pemberitahuan H&
Menyerahkan informasi yang diminta Informasi yang diminta
Kepada petugas penyalinan/pengzandaan (dokumen asli) Pelayanan
Informaasi
informami.
Melalkulkan penyalinan /penggandaan - e T e Salinan
6 |linformami dan menyerahkan ke pada 3 hari |[informasi yang H9
(dolkkumen masli)
Pranata Humams dimintm
Salinan
Memeriksa kelengkapan informasi yang = informasi yang
- telah disalin/digandalkan, menyiaplcan Salinan informasi yang a5 dimintam, draft 1O
Tanda Terima Informasi, dan menyerahkan diminta el tmracle tericn e
kepada petugas meja informasi Ppenyerahan
informasi
Salinan informani yang =
8 |Menyverahlknan ke pada pemohon informmaai _‘ ':;:;?:"pﬂd:;:r:::‘d: m::“’ penyerahan H10
ey informasi
H10,
Berlkaitan
Salinan
9 |Meneritma informasi yang diminta S menit [informasi yang Sengmn B

Ponyele saia
N Kebermatan
I formm mai




STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (INFORMASI BERKALA)

Pelaksana Mutu Baku
i Dewan
o. * Kegiatan Pencipta ; ' Pertimbangan P - ‘
R Pranata Humas | Kabid Infokom PPID E Arsiparis Shan Kelengkapan Waktu Output
Dokumen Pelayanan Komputer
Informasi
Menyerahkan salinan informasi yang memenuhi Salinan informasi yang Tanda terima

1 kriteria sebagai informasi berkala kepada Pranata - memenuhi kriteria sebagai 15 menit |penyerahan
Humas informasi berkala informasi
Menerima salinan informasi, melakukan verifikasi N Salinan informasi yang :

2 konten informasi, meregister dan membuat laporan memenuhi kriteria sebagai 1 hari Reglster,

: ] : La

informasi kepada Kabid Infokom informasi berkala A
La Salinan infi i

3 Menerima laporan Pranata Humas dan membuat nota ROLAn, ) 1. an. RHOUDESLANE
’ dinas kepada PPID untuk publikasi informasi Hemeniih Sulienn sabagnl 1 hari Nota dines
informasi berkala
| S—

Menerima nota dinas dari Kabid Infokom dan membuat

4 Telaahan Staf kepada Dewan Pertimbangan Pelayanan Nota dinas, salinan informasi 1 hari Telaahan Staf
Informasi untuk persetujuan publikasi informasi
Membahas Telaahan Staf dari PPID dan memberikan

] g 2 i ; i Telaahan Staf dari PPID,

5 pertimbangan informasi yang akan dipublikasikan. ali inf . 3 hari Disposisi
Memberikan disposisi kepada PPID. SRAHERRe e
Menerima Disposisi dari Dewan pertimbangan ]

: : Ketetapan

6 Pelayanan Informasi, menyerahkan kepada Kabid :

t isi DPPI i . A
Infokom untuk diarsipkan dan menetapkan informasi ISROSIS *0fmenly Jfialdompal
t " berkala
sebagai informasi berkala
Menerima dan mengarsipkan Disposisi Dewan \

7 Pertimbangan Pelayanan Informasi dan mendisposisi - Disposisi, salinan informasi ’ o
Arsiparis untuk melakukan tata kelola kearsipan berkala S0 menit;| | Disposie:
terhadap informasi berkala yang akan dipublikasikan
Melakukan tata kelola kearsipan terhadap informasi ]

8 berkala yang telah siap dipublikasikan, mencatatkan Sali . L . Salinan

inan informasi be » DIP jam i masi
tdalam DIP dan menyerahkan informasi berkala yang i e ] i
i . z b berkala
telah siap dipublikasikan kepada Pranata Komputer
e ——— 3
- Publikasi

9 Mempublikasikan informasi berkala di website - Salinan informasi berkala 1 jam ifoinan

berkala




STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (INFORMASI SERTA MERTA)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan PPID Pranata Kabid Keterangan
Pembantu Humas . Infokom K.epala e P?ID Kelenqkapan Wakt.:u Output
. infi i
Menyerahkan data informasi yang memenuhi DAk orfnas.,i y.a.ng ;
S 2 i memenuhi kriteria .. |Tanda terima
1 [kriteria sebagai informasi serta merta kepada e : 10 menit H1
sebagai informasi data
Pranata Humas
serta merta
Menerima data informasi yang memenuhi Data informasi yang .
. 2tz b ot e Register
kriteria sebagai informasi serta merta, memenuhi kriteria 35l !
2 ; : : i . 20 menit |informasi, H1
melakukan verifikasi, meregister dan sebagai informasi lapo
membuat laporan kepada Kabid Infokom serta merta poran
Menerima laporan Pranata Humas dan Data-data
melakukan klarifikasi informasi yang Laporan Pranata il 4 ;
3 MG ) ; 10 menit |informasi serta H1
memenuhi kriteria sebagai informasi serta Humas =
merta kepada Kepala PD terkait ﬂ e
Menyampaikan klarifikasi kepada Kabid Data-data informasi . Pata-dat'a
4 10 menit |informasi serta H1
Infokom serta merta
merta
Menerima klarifikasi dari kepala PD terkait Data-data informasi : Lapm:an, Data:
5 £ 30 menit |data informasi H1
dan menyampaikan laporan kepada PPID ﬁ serta merta, laporan
serta merta
Menerima laporan Kabid Infokom dan e A Ketetapan
6 |memberikan disposisi publikasi informasi -< o i 30 menit |informasi serta H1
informasi serta merta
serta merta kepada Pranata Humas merta
Melak : akan d1§pOSlSI PE_JID ok Disposisi PPID, .. |Informasi serta
7 |memublikasikan informasi serta merta : 30 menit H1
: 4 : Informasi Serta Merta merta
melalui media multi kanal
WALI KOTf BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 186.45-274/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  BAGI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT  PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan wewenang
tentang  Informasi dan  Transaksi Pejabat Pengelola Informasi dan
Elektronik; Dokumentasi.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang - Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor:
188.45-65/2017 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Serta Petugas Informasi Kota Balikpapan.

2. Memahami pola organisasi pengelolaan
dan pelayanan informasi.
3. Memahami daftar informasi publik.

4. Menguasai peraturan perundang-
undangan yang  berkaitan dengan
pelayanan permohonan informasi.

5. Menguasai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan

keberatan dan penyelesaian
informasi publik.

6. Memahami  tahapan-tahapan  dalam
pelaksanaan uji konsekuensi terhadap
informasi publik.

7. Mempunyai kemampuan
melakukan musyawarah.

8. Memahami dan menerapkan
pelayanan.

sengketa

untuk

etika

Keterkaitan:

Peralatan /perlengkapan:

1. Lintas Perangkat Daerah/Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota

1. Meja pelayanan informasi.
2. Daftar Informasi Publik.
3. Formulir permohonan informasi (bentuk

Balikpapan. fisik maupun bentuk online).
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan | 4. Perangkat lunak (software dalam bentuk
Timur website PPID Kota Balikpapan atau menu
PPID dalam website Perangkat Daerah).
5. Ruangan untuk melakukan musyawarah
dan mediasi.
6. Perangkat komputer dan = koneksi
internet.
7. Buku register, ATK.
Peringatan : Pencatatan dan Pendaftaran :
1. Penerbitan Surat Keputusan Penolakan | 1. Melakukan pendataan dan pemutakhiran
Pejabat Pengelola Informasi dan daftar informasi publik
Dokumentasi harus sudah melalui tahap
uji  konsekuensi terhadap informasi

publik yang diminta pemohon informasi.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pelaksana Mutu Baku
Dewan
No. Kegiatan Petugas Meja Pertimbangan Keterangan
Pemohon P ta £a
Informasi Tanamtiumas RCabkd tnra i Lo Ly Pelayanan Kelengkapan Waktu Output
Informasi
- Bukti bahwa PPID tidak
menanggapi permohonan
. - Surat Pemberitahuan,
Pelayanan Informasi, atau
1 Menyerahkan surat keberatan :Bil.rlrktriri;}ormia;iﬂyang d-lberlka.r; 10 menit Surat keberatan H1
PPID tidak sesuai dengan
permintaan, atau
- Bukti pengenaan biaya
penyalinan informasi yang tidak
wajar
, |Menerima dan menyerahkan surat keberatan * « |suratkeberatan dan -
kepada Pranata Humas 10 men bukti-bukti
Melakukan verifikasi atas kelengkapan
persyaratan proses pengajuan keberatan. Jika
lengkap, meregister surat keberatan. Jika tidak Surat keberatan dan bukti-
5 lengkap mengembalikan kepada Pemohon untuk bukti e L randasterimaisuratiaber HE
dilengkapi. Membuat laporan kepada Kabid
Infokom «
Menerima laporan dari Pranata Humas dan
4 membuat Nota Dinas kepada PPID —l Laporan, bukti-bukti, DIP 1 hari Nota dinas H2
Menerima Nota Dinas dari Kabid Infokom dan Nota di ; . buiti
5 |membuat Telaahan Staf kepada Dewan boku nas, lampiran bukti- 2 bt Talaahat Staf H3
Pertimbangan Pelayanan Informasi v
Mempertimbangkan TS PPID dan memberikan
keputusan terhadap keberatan pemohon
informasi. Jika menerima keberatan pemohon Telaah Staf 1 . bkt sep\:ltubsan Eewa" HdB (berk;salot;;’n
6 |maka memberikan disposisi kepada PPID untuk s b AMPIran et 5 hari AR bbby
bukti. Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi
menindaklanjuti. Jika menolak keberatan DI isi e i
pemohon maka memberikan disposisi kepada e omisi Informast)
Kabag Hukum untuk sengketa informasi
Melaksanakan keputusan dan disposisi Dewan
Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan — Disposisi Dewan Pertimbangan
7 | memberikan disposisi kepada Pranata Humas Pelayanan Informasi 2 jam Disposisi PPID H9
untuk tindak lanjut
Menindaklanjuti disposisi PPID, mengirimkan H12 (berkaitan
Surat Pemberitahuan Pelayanan Informasi dengan SOP
8 kepada Pemohon, dan menyiapkan tanda terima. \L Disposisi PPID 2 hari :asu:llnda};;:r': pelayanan informasi
Menyerahkan hasil tindak lanjut keputusan P = et un setiap saat atau SOP
disposisi PPID
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi pelayanan informasi
kepada petugas meja informasi berkala)
Menyerahkan hasil tindak lanjut keputusan
51
9 |Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi -< g:: L::d:l: ]EIo:ist:tpl;cl[.;)utusan 10 menit Draft Tanda terima H12
kepada pemohon P £
Menerima hasil keputusan Dewan Pertimbangan H12 (berkaitan
10 Pelayanan Informasi, jika tidak puas dapat -< Hasil tindak lanjut keputusan 10 menit Bukti penyerahan hasil dangan SOP

mengajukan gugatan/sengketa informasi ke
Komisi Informasi

DPI dan disposisi PPID

keputusan DPPI

Sengekata informasi
di Komisi Informasi

WALI KOT.

ALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI




